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PUTUSAN
Nomor 959/Pdt.G/2023/PA.Smn
b
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;
PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Strata |, tempat kediaman di Pringapus,
RT/RW : 004/004, Kalurahan Xxx, Kapanewon XxXx,
Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR
CHOLIS MAJID, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan
Anggajaya |, Brojodento No. 294 Gejayan,
Desa/Kelalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok,
Kabupaten Sleman, D.l. Yogyakarta. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Pringapus, RT/RW xxx Kalurahan Xxx,
Kapanewon Xxx, Sleman, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang
diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor
959/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalii pada
pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten
Sleman, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 23 Februari
2015, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta

Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Pringapus, RT/RW : 004/004, Xxx, Xxx, Sleman;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) anak
bernama:
4.1 Anak |, lahir di Sleman, tanggal lahir 09 Juni 2015 / usia 8 tahun;
4.2 Anak I, lahir di Magelang, tanggal lahir 03 Mei 2023 / usia 1
bulan;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015, ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang
penyebabnya adalah :
a. Bahwa Tergugat seringkali berselisih paham dan bertengkar
dengan Penggugat karena masalah sepele, yakni Tergugat lebih
mementingkan mementingkan diri sendiri seperti merokok daripada
membantu Penggugat mengasuh (momong) anak;
b. Bahwa setiap Tergugat marah, Tergugat sering membanting
peralatan dan perabotan rumah tangga;
c. Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak / cerai kepada
Penggugat di depan orang tua Penggugat;
d. Bahwa Tergugat diduga sering melakukan pemesanan wanita
panggilan (Open BO) menggunakan aplikasi Michat, di mana hal itu
diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 959/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria

idaman lain;
6. Bahwa segala hal tersebut diatas mengakibatkan pertengkaran
dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat
yang membuat Penggugat marah besar dan ingin menggugat cerai
Tergugat;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah pada bulan Juni tahun 2022, di mana antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya
suami isteri;
8. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang
bernama Anak I, lahir di Sleman, tanggal lahir 09 Juni 2015 / usia 8 tahun
dan Anak Il, lahir di Magelang, tanggal lahir 03 Mei 2023 / usia 1 bulan,
masih di bawah umur dan belum mumayis dan masih membutuhkan kasih
Saksing Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis
Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan
Penggugat sebagai ibu kandungnya;
10. Bahwa terjadinya pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan telah berpisah
ranjang serta Tergugat telah berkelakuan yang tidak baik sebagai suami
dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yang
akibatnya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal diatas mohon perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian
dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
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Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f.

V. id e : Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :

Huruf (f): antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Pengadilan Agama Sleman melalui Yang Mulia Majelis Hakim menerima,
memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menjatuhkan talak satu ba’'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3.Menetapkan anak yang bernama Anak I, lahir di Sleman, tanggal lahir

09 Juni 2015 / usia 8 tahun dan Anak I, lahir di Magelang, tanggal lahir 03

Mei 2023 / usia 1 bulan, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);
(Arju An-Tahkuma Bi’adlin Yaa Qudliya Al-Mahkamah);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 959/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 5-7-2023 dan Nomor
959/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 12-7-2023 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
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bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 09-10-2015, yang
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxx Kabupaten Sleman
Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor xxx tanggal 23 Februari 2015, yang
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Saksi;

1.

Saksi | umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat

tinggal di xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Sleman, di
bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi
adalah sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
sah, suami Penggugat bernama Dian Pambudi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang

anak, saat in ikut Peggugat;
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- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal
pernikahan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar
disebabkan karena Tergugat sering marah karena masalah sepele,
suka membanting perabotan rumah tangga jika sedang marah dan
Tergugat sering berkata kasar dan berbicara kotor bahkan Tergugat
menuduh Penggugat berselingkuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam
satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak hampir 1 (satu) tahun
lalu;

- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2.
Saksi Il, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx,
Kabupaten Sleman,

di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah
sebagai Kakak Kandung Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah,
Tergugat bernama Dani Pambudi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sejak 8 (delapan) tahun lalu;
Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
sekarang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah

tidak rukun, sering bertengkar;
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Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan
karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain,
Tergugat kurang memberikan perhatian kepada isteri dan anaknya,
Tergugat sering marah dan berkata kasar serta membanting perabotan
rumah tangga;

Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
BahwaPenggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu
rumah namun sudah tidak satu ranjang lagi sejak 1 (satu) tahun lalu,
Bahwa, Penggugat dengan anak-anaknya di kamar depan sedangkan
Tergugat di kamar belakang;

Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal
di Sleman maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan
kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan
pendapat ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam
Kitab Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi :

Al 32 Al b oy 8 DY S e S g2
Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi
pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali berselisih paham dan bertengkar
dengan Penggugat karena masalah sepele, yakni Tergugat lebih mementingkan
mementingkan diri sendiri seperti merokok daripada membantu Penggugat
mengasuh (momong) anak, Tergugat kalau marah, Tergugat sering membanting
peralatan dan perabotan rumah tangga, Tergugat pernah menjatuhkan talak /
cerai kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat
dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran Nomor xxx atas nama anak |, Laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 9 Juni
2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena
itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga
terbukti adalah Arsal Alif Al Abrori anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Il, perempuan, lahir di Sleman, tanggal 3
Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena
itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga
terbukti Anak Il adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan
Tergugat, di mana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide
Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi
tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
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Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi
syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan
Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti surat
serta keretangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2
orang anak, masing-masing bernama Anak | dan Anak Il;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh
dengan pria lain, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada isteri dan
anaknya, Tergugat sering marah dan berkata kasar serta membanting
perabotan rumah tangga,;

3. Bahwa Tegugat dan Penggugat pisah ranjang, hingga saat ini sekitar
setahun;

4. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar
menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar
terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat
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dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan telah berpisah ranjang selama lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat
dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni di mana Tergugat menuduh
Penggugat berselingkuh dengan pria lain, Tergugat kurang memberikan
perhatian kepada isteri dan anaknya, Tergugat sering marah dan berkata kasar
serta membanting perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu
tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian
yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri,
maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fighiyah disebutkan
mencegah  kerusakan lebih  didahulukan daripada mengharapkan
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Figh Sunnah Jus Il halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Ana By Y Las oY1 S5 5 i o) 9 P s ol ) b5

il Al gillo g 2o (ol e 5Logh Bl (gl ol 2
Artinya: "Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
istri  tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan

talak ba'’in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan
Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119
angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan

putusan Verstek;
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Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai
pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat :
1. Anak |, lahir di Sleman, tanggal lahir 09 Juni 2015 / usia 8 tahun;
2. Anak IlI, lahir di Magelang, tanggal lahir 03 Mei 2023 / usia 2
bulan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk
kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan
intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau
bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan
bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah
mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih
diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat
dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Sleman, tanggal lahir 09 Juni 2015 / usia 8
tahun, Anak Il, lahir di Magelang, tanggal lahir 03 Mei 2023 / usia 2 bulan, masih
belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan
Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak
bernama Anak I, lahir di Sleman, tanggal lahir 09 Juni 2015 / usia 8 tahun,
Anak IlI, lahir di Magelang, tanggal lahir 03 Mei 2023 / usia 2 bulan, masih

belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun, dalam asuhan Penggugat
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tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya
kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak
hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, lahir di Sleman,
tanggal lahir 09 Juni 2015 / usia 8 tahun, Anak I, lahir di Magelang, tanggal
lahir 03 Mei 2023 / usia 2 bulan, masih belum mumayyiz karena belum berusia
12 tahun patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah
pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

islam yang terkandung dalam Kitab I'anatut Thalibin IV : 101-102;
IS a0l gl (8 o Faally Al 2 30 ol el ) S Y e hn 5 g Adaalls 4V
e in Jidfoie LS

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah
ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai,
maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadlanah harus memberi akses
kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan
anaknya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua
yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan
gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aguo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

4, Menetapkan anak yang bernama Anak I, lahir di Sleman, tanggal
lahir 09 Juni 2015 / usia 8 tahun dan Anak II, lahir di Magelang, tanggal
lahir 03 Mei 2023 / usia 2 bulan, di bawah asuhan dan pemeliharaan
Penggugat;

Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk
memberi kasih sayang terhadap anaknya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah
sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin,
S.H.,M.S.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H. Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.1.
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Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.
Rincian Biaya Perkara
1 PNBP

a. Pendaftaran . Rp 30.000.00

b. Panggilan Pertama Penggugat . Rp 10.000.00

c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000.00

d. Redaksi Rp 10.000,00

2  Proses : Rp 75.000,00
3 Panggilan : Rp 410.000,00
4  Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 555.000,00
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